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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of VAT and PPh 22 in the 

Management of Village Funds (Case Study at the Office of the Village Head of 

Jambur Pulau, Serdang Bedagai Regency) for the 2019-2021 period. In this study 

using a descriptive approach. The research sample is in the form of a tax 

subsidiary ledger report for the 2019-2021 period. The type of data used is 

qualitative and quantitative data. The data sources used are primary and 

secondary data sources. Data collection techniques were carried out using 

documentation techniques and interview techniques. The data analysis technique 

uses descriptive analysis with the stages of collecting data, carrying out data 

analysis and concluding data. The results of the study show that the 

implementation of the calculation and reporting of VAT and PPh 22 at the Office 

of the Village Head of Jambur Pulau Perbaungan District, Serdang Bedagai 

Regency for the 2019-2021 period is in accordance with Law no. 7 of 2021. As for 

the implementation of depositing VAT and PPh 22, it is not fully in accordance 

with Minister of Finance Regulation article 2 PMK 242/PMK.03/2014, due to 

delays in depositing the village treasurer's tax should be subject to sanctions in 

accordance with PMK of the Republic of Indonesia Number 64/PMK .05/2013 

article 17. 

 

Keywords : Implementation of VAT, PPH 22, Village Fund. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPN dan PPh 22 Dalam 
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau 
Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021. Dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian berupa laporan buku 
pembantu pajak periode 2019-2021. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi 
dan teknik wawancara. Teknik analisis data memakai analisis deskriptif dengan 
tahapan menyatukan data, melaksanakan analisis data dan menyimpulkan data. 
Hasil penelitian menunjukkan, impelemntasi perhitungan dan pelaporan PPN dan 
PPh 22 di Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten 
Serdang Bedagai Periode 2019-2021 sudah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021. 
Adapun untuk implementasi penyetoran PPN dan PPh 22, belum sepenuhnya 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014, 
karena keterlambatan menyetor pajak bendahara desa seharusnya bisa dikenakan 
sanksi sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17. 
 
Kata Kunci : Implementasi PPN, PPH 22, Dana Desa. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar–besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima 

dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan 

desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi 

kewenangan desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 diatur 

bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas  negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa Jambur Pulau 

untuk mensejahterahkan masyarakat desa dan untuk memperseimbangkan 

perekonomian masyarakat desa yang satu dengan desa yang lain.
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Menurut Soeparman Soemahamidjaya (2017), Pajak adalah iuran wajib, 

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

pencapaian kesejahteraan umum. Menurut Herry Kamaroesid (2017), Dana desa 

adalah dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat 

dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup 

permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pendesaan yang 

dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, 

aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang 

desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. 

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri 

oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa 

sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan 

pemerataan kemampuan ekonomi. Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya membutuhkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan 
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jasa ini tidak mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhkan 

pihak lain sebagai penyedia barang atau penyedia jasa. 

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 

8/PMK.03/2021 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan 

barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan 

nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur 

bahwa menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk 

memungut pajak sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan barang. 

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang 

terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan sebagai 

pemungut PPh Pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan 

dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan 

bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan 

penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa setiap bulan harus 

melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada diwilayah kerjanya. 

Desa Jambur Pulau melakukan pembelian terhadap barang kena pajak 

dan/atas jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertamabahan nilai, dan juga 

melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan pajak penghasilan 

pasal 22. 

 Adapaun rincian jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 22 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 
 Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pemotongan 
dan 

Penyetoran 
PPh Pasal 22 

Tanggal 
Pencatatan 

dan 
Pelaporan 

Tanggal 
Penyetoran 

Batas 
Waktu 

Penyetoran 

Batas 
Waktu 

Pelaporan 

Keterangan 
 

2019 - - - - - - 

2020 Rp 164.986 22/05/2020 Belum 
Disetor 

Pada hari 
yang sama 
saat 
penyerahan 
barang 

Tanggal 14 
bulan 
berikutnya 

Tidak Tepat 
Waktu 

2020 Rp 167.727 22/05/2020 12/10/2020 Pada hari 
yang sama 
saat 
penyerahan 
barang 

Tanggal 14 
bulan 
berikutnya 

Tidak Tepat 
Waktu 

2020 Rp 57.955 22/05/2020 Belum 
Disetor 

Pada hari 
yang sama 
saat 
penyerahan 
barang 

Tanggal 14 
bulan 
berikutnya 

Tidak Tepat 
Waktu 

2021 Rp 115.909 21/04/2021 21/09/2021 Pada hari 
yang sama 
saat 
penyerahan 
barang 

Tanggal 14 
bulan 
berikutnya 

Tidak Tepat 
Waktu 
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Tabel 1.2 
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah) 

 

 
 

Tahun Pemotongan 
dan 

Penyetoran 
PPh Pasal 22 

Tanggal 
Pencatatan 

dan 
Pelaporan 

Tanggal 
Penyetoran  

Batas 
Waktu 

Penyetoran 

Batas 
Waktu 

Pelaporan 

Keterangan 
 

2019 - - - - - - 

2020 Rp 1.099.909 22/05/2020 Belum 
Disetor 

Akhir bulan 
berikutnya 
setelah  
masa pajak 
berakhir dan 
sebelum 
SPT masa 
PPN 
disampaikan  

Akhir 
bulan 
berikutnya 
setelah 
masa pajak 
berakhir 

Tidak Tepat 
Waktu  

2020 Rp 1.118.182 22/05/2020 12/10/2020 Akhir bulan 
berikutnya 
setelah masa 
pajak 
berakhir dan 
sebelum 
SPT masa 
PPN 
disampaikan 

Akhir 
bulan 
berikutnya 
setelah 
masa pajak 
berakhir 

Tidak Tepat 
Waktu 

2020 Rp 386.364 22/05/2020 Belum 
Disetor 

Akhir bulan 
berikutnya 
setelah masa 
pajak 
berakhir dan 
sebelum 
SPT masa 
PPN 
disampaikan 

Akhir 
bulan 
berikutnya 
setelah 
masa pajak 
berakhir 

Tidak Tepat 
Waktu 

2021 Rp 772.727 21/04/2021 21/09/2021 Akhir bulan 
berikutnya 
setelah masa 
pajak 
berakhir dan 
sebelum 
SPT masa 
PPN 
disampaikan 

Akhir 
bulan 
berikutnya 
setelah 
masa pajak 
berakhir 

Tidak Tepat 
Waktu 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa desa Jambur Pulau pada 

tahun 2020 hingga 2021 jumlah nominal pajak pertambahan nilai (PPN) lebih 

tinggi dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, hal ini dikarenakan desa 

melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, sehingga hanya 

terkena pajak pertambahan nilai (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021).  

Desa Jambur Pulau berdasarkan perhitungan wajib pajak menghitung nilai 

pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu besarnya pajak pertambahan 

nilai (PPN) dengan tarif 11% dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan 

tarif 1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor sebesar PPN dan PPh 

Pasal 22 yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang, Hal ini tentunya 

sesuai juga yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021, Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan 

Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014  penyetoran pajak 

penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa. 

Berdasarkan pelaporan pajak Desa Jambur Pulau sudah sesuai dengan 

undang-undang, hal ini sudah berdasarkan pasal 15A Undang-Undang No. 7 

Tahun 2021 dimana bendahara desa sudah melaporkan pajak pertambahan nilai 

(PPN) sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sesuai pasal 10 

ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa sudah melaporkan hasil 

pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut 14 (empat belas) hari sebelum masa 

pajak berakhir. Namun Desa Jambur Pulau belum sepenuhnya melakukan 

penyetoran pajak tepat waktu. Ibu Haydina selaku bendahara desa Desa Jambur 
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Pulau mengatakan bahwa, “Mengenai penyetoran belum sepenuhnya saya 

setorkan. Tahun 2019-2021 juga masih ada beberapa yang belum saya setorkan 

semua dan terkait pajak yang sudah saya setorkan biasanya paling lama saya setor 

sebelum akhir tahun. Adapun pajak terutang dari tahun sebelumnya yakni tahun 

2019-2021 sampai dengan ditahun 2023 yang belum juga disetorkan kami hanya 

mendapatkan teguran dan adanya Surat Panggilan dari Kantor Pajak yang 

ditujukan oleh Kantor Kepala Desa Jambur Pulau. Masalah yang timbul dari tidak 

tepatnya saya selaku bendahara desa dalam menyetorkan pajak adalah perihal 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama berkaitan dengan 

pengetahuan dan/atau pendidikan aparatuir desa dalam kaitannya dengan aspek 

perpajakan. 

 Dalam hal ini, bendahara desa juga tidak pernah membayar denda atas 

keterlambatan membayar pajak dikarenakan pelaporan sudah dilakukan diawal 

sebelum lewat batas waktu pelaporan. Namun terkait keterlambatan membayar 

pajak tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak kepada Kantor Desa Jambur 

Pulau memberikan penegasan dan teguran langsung melalui komunikasi dengan 

perangkat desa terutama Bendahara Desa mengenai pajak yang belum dibayarkan 

serta memberikan tempo batas waktu penyetoran sebelum akhir tahun. 

Berdasarkan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 menyatakan batas pembayaran PPN 

yaitu tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian PPh Pasal 22 yaitu hari yang sama 

dengan pembayaran atas penyerahan barang. 

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam 

hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam 
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jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD 

diberikan sanksi  administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Desa Jambur Pulau tidak adanya bukti transaksi. 

Pada penelitian di Desa Jambur Pulau periode tahun 2019-2021 terjadi  

keterlambatan dalam penyetoran pajak menyebabkan terhambatnya proses 

penyaluran dana tahap selanjutnya yang disebabkan keterlambatan dalam 

menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) desa yang didalamnya 

terdapat rincian dan unsur perpajakan. Unsur pajak yang dimaksud adalah 

mengenai kepatuhan pajak dari kaur keuangan seperti memotong/memungut, 

menyetor dan melaporkan pajak sehingga belum bisa menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban (LPJ) dengan tepat waktu. Sedangkan syarat pencairan dana 

desa harus terlebih dahulu lunas pajak baik untuk pencairan tahap I, tahap II, 

tahap III. Bukti bayar pajak harus berdasarkan kegiatan yang ada di desa, apabila 

bukti bayar pajak tidak ada pada periode ditahun anggaran tersebut belum 

dibayarkan maka Dinas terkait tidak dapat memberikan rekomendasi pencairan 

dana desa karena penyetoran pajak adalah suatu kewajiban. Kepatuhan pajak kaur 

keuangan menjadi penting sekarang ini mengingat banyaknya dana yang diterima 

desa dari pemerintah pusat melalui dana desa yang mulai diberikan tahun 2015. 

Jika diupayakan secara maksimal kepatuhan pajak tiap kaur keuangan potensi 

pajaknya sangatlah besar. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat kedalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi PPN Dan PPh 
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22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur 

Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah penelitian ini adalah adanya penyetoran PPN dan PPh 22 

belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah implementasi PPN dan PPh 22 Dalam 

Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan 

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi PPN dan PPh 

22 dalam pengelolaan dana desa, pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau 

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Dengan diketahuinya analisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam 

pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan 

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 diharapkan 
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mampu menambah wawasan peneliti mengenai semua hal yang 

berhubungan dengan tanggung jawab bendahara desa. 

2. Secara Praktis 

Dengan diketahuinya hasil penelitian tentang analisis implementasi PPN 

dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa 

Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 

Periode 2019-2021 diharapkan mampu menambah masukan bagi 

perangkat desa untuk lebih memahami semua hal yang berkaitan dengan 

PPN dan PPh 22 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga 

sesuai dengan pasal UU. No 7 Tahun 2021. 

3. Secara Kebijakan 

Dengan diketahuinya hasil penelitian tentang analisis implementasi PPN 

dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa 

Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 

Periode 2019-2021 merupakan bahan referensi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang sejenis dan diharapkan mampu menambah 

variabel penelitian antara lain yaitu mengenai PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) 

serta Bea Materai.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior) 

Teori Perilaku Terencana Menurut (Ajzen, 1991) menjelaskan mengenai 

perilaku yang dilakukan oleh seorang individu. Teori Planned Behavior pada 

dasarnya merupakan pengembangan dari teori Reasoned Action. Reasoned Action 

Theory menjelaskan bahwa perilaku individu didorong oleh dua hal yaitu sikap 

perilaku dan norma subjektif. Menurut Planned Behavior Theory ditambahkan 

sebuah variabel yang disebut sebagai kontrol perilaku persepsian (perceived 

behavioral control). Penambahan variabel ini dimaksudkan untuk mengontrol 

perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan 

keterbatasan- keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan 

untuk melakukan perilakunya. 

Ada tiga hal yang dijelaskan dalam Planned Behavior Theory yang 

mendorong perilaku seorang individu yaitu: sikap perilaku, norma subjektif, dan 

persepsi kontrol perilaku. Sikap perilaku menjadi dasar bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu tindakan dengan pertimbangan menguntungkan/bermanfaat 

atau tidak menguntungkan/tidak bermanfaat. Faktor kedua adalah norma subjektif, 

yaitu kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu tindakan. Faktor ketiga adalah persepsi kontrol 

perilaku hal ini mendasarkan pada kondisi bahwa seseorang akan melakukan 

sesuatu dengan pertimbangan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan 
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sesuatu. Jika suatu hal dianggap mudah untuk dilakukan maka seseorang akan 

melakukannya namun jika hal tersebut dianggap sulit maka ia akan enggan untuk 

melakukannya. Tindakan yang muncul sangat tergantung pada persepsi atas 

pengalaman dalam melakukan suatu tindakan. 

Sikap merupakan komponen pendorong atas perilaku seseorang. Seseorang 

berkeinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan sangat 

didasari pada sikap yang dimiliki oleh individu tersebut. Sikap terhadap perilaku 

merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun 

yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 

1991). Ketika seseorang mempunyai sikap positif terhadap sesuatu hal maka yang 

bersangkutan akan senang untuk melakukannya dan sebaliknya apabila seseorang 

mempunyai sikap yang negatif akan suatu hal maka ia cenderung untuk tidak 

melakukannya. Mengacu pada kondisi tersebut Bendahara Desa akan 

melaksanakan kewajiban perpajakan jika mereka memandang bahwa apa yang 

dilakukan memberikan manfaat yang positif sehingga mereka dengan sukarela 

mau untuk melakukan kewajibannya. 

Norma subjektif, mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh norma- norma yang dimilikinya. Setyorini dan Mudiantono 

(2013) menyatakan norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs 

yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu 

perilaku. Kepercayaan- kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma subjektif 

disebut juga kepercayaan normatif (normative beliefs). Seorang individu akan 

berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-
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orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Orang 

lain yang penting tersebut bisa pemerintah, pasangan, atasan, rekan kerja, sahabat, 

dokter, dsb. Dengan demikian seseorang akan melakukan sesuatu tindakan jika 

menurutnya bahwa orang-orang penting di sekitarnya menginginkan ia melakukan 

tindakan tersebut, namun jika orang-orang penting di sekitarnya dirasa tidak 

menganggap penting bagi dia untuk melakukan hal tersebut maka 

kecenderungannya ia tidak melakukan hal tersebut. 

Kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi yang dimiliki oleh 

seseorang terkait dengan kemudahan dan kerumitan atas suatu pekerjaan. 

Seseorang akan melakukan suatu tindakan jika ia mempunyai persepsi bahwa 

tindakan tersebut mudah baginya untuk dilakukan, dan sebaliknya seseorang 

enggan untuk melakukan sesuatu jika dalam persepsi dia pekerjaan tersebut 

sulit/rumit untuk dilaksanakan. Kontrol perilaku persepsian pada dasarnya 

merupakan suatu tingkat kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana 

atau kompleksnya melaksanakan suatu tindakan. Kontrol perilaku dapat juga 

berarti sebagai tingkat pemahaman individu mengenai sederhana atau 

kompleksnya melakukan tindakan atas dasar pada persepsi yang tercipta dari 

pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan 

suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang 

mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada 

dukungan kontrol perilaku persepsian yang ia miliki.          
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2.2 Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya 

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa 

 Pengelolaan keuangan desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-

asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Sebagai berikut : 

1. Transparan  

Prinsip ketebukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan 

tetap memperhatikan ketentuan peraturaan perundang-undangan. 

2. Akuntabel  

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Partisipatif  

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan 

desa dan unsur masyarakat desa. 
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4. Tertib dan disiplin anggaran  

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang 

melandasinya. 

Adapun kegiatan yang meliputi didalam pengelolaan keuangan desa ialah : 

1. Kegiatan Perencanaan  

“Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan 

kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan” 

(Sujarweni, 2015).  

2. Kegiatan Pelaksanaan 

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang 

ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018). 

3. Kegiatan Penatausahaan 

“Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan mencatat yang 

dilaksanakan oleh Bendahara Desa, serta wajib melakukan pencatatan pada semua 

transaksi yang ada, baik penerimaan ataupun pengeluaran. Bendahara Desa 

melakukan pencatatan secara terperinci dan jelas atas semua transaksi yang 

terjadi” (BPKP, 2015).  

4. Kegiatan Pelaporan  

“Pelaporan pada pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pada tahapan 

akhir dari proses pengelolaan keuangan desa, pelaporan tersebut dapat 
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didefinisikan sebagai laporan pelaksanaan APBDes pada semester satu” (Ditjen 

Bina Pemerintahan Desa, 2021).  

5. Kegiatan Pertanggungjawaban  

Pertanggungjawaban adalah “laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Wali 

Kota yang melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tiga 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Perdes” 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).  

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran 

terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Dari sisi 

pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Paling sedikit 70%  (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa; dan 

2. Paling banyak 30%  (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa 

digunakan untuk : 

a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 

b. Operasional pemerintah desa; 

c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan 

d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
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2.3 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut sistem pemotong dan 

pemungut pajak : 

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP  

2. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak bendahara desa pada 

saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus 

melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN 

apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh Pasal 

22 dan pemungutan PPN. 

3. Melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut 

4. Melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut. 

2.4 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN 

2.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 

pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean 

yang dilakukan oleh pabrik, penyalur utama, agen utama, importer, pemegang hak 

paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak 

tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau 
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dengan kata lain, penanggug pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung 

yang ia tanggung. 

2.4.2 Petunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN 

Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014, mengatur bahwa bendahara desa 

sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan 

mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Nomor 8/PMK.03/2021 yang mengatur bahwa pajak yang 

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak 

(JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan 

dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

2.4.3 Objek Pemungut PPN 

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau 

JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP 

rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan 

PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP 

kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan 

pemungutan PPN. 

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara 

desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak (BKP), 
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Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penyerahan yang 

terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

a. Barang Kena Pajak (BKP) 

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 

mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian 

barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa 

barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 

Sedangkan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak 

adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam Pasal 

4A UU No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut: 

1. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, retoran, rumah makan, warung 

dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi 

ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh 

usaha jasa boga atau ketering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat 

berharga 

b. Jasa Kena Pajak (JKP) 

Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan 

pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan 

yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu 
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barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan 

bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang 

dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis pajak yang tidak 

dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4A Undang-Undang No. 7 tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Jasa keagamaan 

b. Jasa kesenian dan hiburan 

c. Jasa perhotelan 

d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum. 

e. Jasa penyediaan tempat parkir 

f. Jasa boga atau ketering 

c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang  menjelaskan tentang pengertian 

pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau 

badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha 

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, 

melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari 

luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. 
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d. Penyerahan yang Terutang PPN 

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 

mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang 

Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak 

Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah 

pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa 

penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP 

b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean 

c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

e. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan 

dari Pengenaan PPN 

Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan 

fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam Pasal 16 ayat (1A) 

huruf j UU No. 7 Tahun 2021 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat 

strategi sebagai berikut : 

a. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 

b. Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem 

program jaminan kesehatan nasional 

c. Jasa pelayanan sosial 

d. Jasa keuangan 

e. Jasa asuransi 
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f. Jasa pendidikan 

g. Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar 

negeri, dan 

h. Jasa tenaga kerja  

f. Mekanisme Pengenaan PPN  

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP 

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut 

merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. 

Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak 

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. 

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur 

pajak. 

c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama 

dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada 

jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. 

d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah 

pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 

e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT 
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Masa PPN). Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(SPT Masa PPN). 

2.4.4 Perhitungan Besarnya PPN Nilai yang Dipungut 

Bendahara desa selaku pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas 

penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, 

menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan 

harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif  PPN sebesar 11% dengan 

dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.  

PPN Terutang = 11% x Harga Jual atau Penggantian 

Dasar Pengenaan Pajak 

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai 

berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 

penjual karena penyerahan BKP, tarif pajak pertambahan nilai yang dipungut 

sudah berdasarkan UU Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 dan potongan harga 

yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

2.4.5 Pembayaran yang Tidak Dipungut 

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP 

dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. 

Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah 
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menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 

4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut : 

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak   

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah  

2. Pembayaran untuk pembebasan tanah 

3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan 

perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau  

dibebaskan dari pengenaan PPN. 

4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar 

Minyak oleh PT (Persero) Pertamina 

5. Pembayaran atas rekening telepon 

6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan 

7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN. 

2.4.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN 

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam 

lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh 

bendahara desa,  tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat 

menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik 

untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. 

2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02” 
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3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan 

BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran 

diterima. 

4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN 

dan/atau PPnBM 

5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan 

Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak 

6. Faktur Pajak dibuat dalam rangka tiga : 

a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara) 

b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah) 

c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah) 

7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP 

Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP 

dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas 

nama PKP Rekanan Pemerintah 

8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan 

pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ….....” dan ditandatangani oleh 

Bendaharawan Pemerintah 

9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam 

rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau 

Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut : 

a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan) 

b. Lembar ke-2 (Untuk KPP melalui KPPN) 
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c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa 

PPN) 

d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk 

KPPN) 

e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara) 

10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam  rangkap 4 (empat) yang 

masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : 

a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah 

b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN  

c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa 

PPN 

d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN 

11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar ke-1 

dan lembar ke-2 

12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis 

SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP 

13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode 

Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900. 

2.4.7 Tata Cara Pelaporan 

Berdasarkan Pasal 15A Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, bendahara desa wajib 

melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor 

pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. 

Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan 
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menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berikut 

tata cara dalam pelaporan PPN : 

a. Pelaporan atas PPN yang dilakukan oleh PKP dilakukan setiap bulan 

b. Laporan pajaknya disampaikan kepada KPP tempat PKP terdaftar 

c. Pelaporan pajak paling lambat yaitu pada bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak   

d. Menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN 

e. Kemudian dilampiri dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN 

2.5 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 

2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 

Secara umum, PPh Pasal 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha 

yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, re-impor. Seperti tercantum 

dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 

22 secara definisi adalah bentuk potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan 

satu pihak terhadap Wajib Pajak dan diberikan dengan kegiatan perdagangan 

barang. 

2.5.2 Penunjukan Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri 

Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak 

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori 

penjelasannya diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah 

bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan lembaga-

lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 
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Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai 

fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara desa sebagai 

wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara 

desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2.5.3 PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas 

Penyerahan Barang 

Pada dasarnya PPh Pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa 

kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang 

harus dipungut PPh 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas 

pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah 

sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 

dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah 

2. Pembayaran untuk : 
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a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda 

pos 

b. Pemakaian air dan listrik 

3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh  

bendahara desa. 

Pengecualian sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara otomatis tanpa 

memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak. Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan 

pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa 

kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 

Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. 

Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat 

Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar.  

2.5.4 Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 

PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara 

desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

PPh Pasal 22 = 1,5% x Nilai Pembelian (Tanpa PPN) 

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada 
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tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak. 

2.5.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran 

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 

tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada 

loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik 

lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi. 

2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana 

administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti 

penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui system 

pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung kebank 

persepsi. 

3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah 

apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan 

kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal 

bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain 

tersebut. 

4. Satu formulir SSP atau sarana administrasi lain hanya dapat digunakan 

untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau bagian tahun 

pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) jenis 

setoran. 
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2.5.6 Tata Cara Pelaporan 

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan 

hasil pemungutan PPh pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan 

paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan 

untuk sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Judul  Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Sakinah Dwi 

Wahyuni, 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Arifshandi, 

Dkk (2021) 

Implementasi 

Perpajakan Dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa(Studi Kasus 

di DesaBungejaya 

Kecamatan 

Pallangga 

Kabupaten Gowa) 

 

 

Analisis 

Penerapan Pajak 

Atas Dana Desa 

di Desa Lompo 

Tengah 

Kecamatan 

Tanete Riaja 

Kabupaten Barru 

Metode Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Deskriptif 

Kualitatif 

Dalam hal perencanaan dan 

penyusunan APBD telah sesuai 

dengan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan 

desa, sedangkan dalam hal 

perpajakan dalam pengelolaan 

Dana Desa di desa bungejaya 

belum sepenuhnya sesuai dengan 

undang-undang perpajakan. 

Desa Lompo Tengah 

menjalankan penerapan pajak 

dengan memungut/memotong , 

menyetor dan melaporkan pajak. 

Dalam penerapannya penyetoran 

pajak Desa Lompo Tengah 

melakukan penyetoran yang telah 

dipungut dan dipotong ke Kantor 
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POS. Desa Lompo Tengah masih 

belum melakukan pelaporan 

pajak tetapi hanya melakukan 

pelaporan dalam bentuk 

pelaporan atas seluruh transaksi 

yang dilakukan.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Siti Surani, 

(2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Mubarak, 

Dkk (2023) 

Implementasi 

Perpajakan Dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa (Studi Kasus 

Kantor Kepala 

Desa Sidoharjo I 

Pasar Miring 

Kecamatan Pagar 

Merbau 

Kabupaten Deli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Penerapan 

Perpajakan pada 

Pengelolaan Dana 

Desa (Studi Kasus 

Pada Desa di 

Kecamatan Kabila 

Bone Kabupaten 

Bone Bolango) 

Metode Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Kualitatif 

Perhitungan pajak di desa 

Sidoharjo I Pasar Miring sudah 

sesuai dengan Undang-Undang 

yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan penyetoran, 

bendahara desa menyetor pajak 

PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan 

dengan surat pemberitahuan masa 

sesuai dengan peraturan undang-

undang. Akan tetapi pelaporan 

pajak PPN dan PPh Pasal 22 

tidak sesuai dengan Undang-

Undang karena adanya 

keterlambatan lapor sehingga 

bendahara dikenakan denda, desa 

Sidoharjo I Pasar Miring tidak 

membayar denda pajak sehingga 

bisa dikenakan sanksi yang sesuai 

dengan peraturan PMK Republik 

Indonesia Nomor 

64/PMK.05/2013 pasal 17. 

Enam Desa di kecamatan Kabila 

Bone belum menerapkan 

penerapan pajak yang sesuai 

dengan UU dan Peraturan 

Menteri Keuangan. Kurangnya 

sosialiasi mengenai aturan terbaru 

dan kurangnya pengawasan yang 

dibuktikan dengan tidak adanya 

teguran dan sanksi atas kelalaian 

dalam pelaksanaan kewajiban 
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pajak yang memicu terjadinya 

ketidaksesuaian antara Peraturan 

Menteri Keuangan dengan 

penerapan pajak yang dilakukan 

oleh bendahara desa terutama 

pada tahun 2021. 

5. Alfia 

Damariyanti, 

Dkk (2023) 

Analisis 

Penerapan 

Perpajakan Dalam 

Pengelolaan Dana 

Desa  

Metode Kualitatif Bahwa implementasi perpajakan 

dalam pengelolaan dana desa di 

DesaSemono, Kecamatan 

Bagelen, Kabupaten 

Purworejoperiode 2019-2021 

belum sesuai dengan 

peraturanDirjen Pajak. Bendahara 

desa juga belummelaksanakan 

pemungutan dan pelaporan pajak 

berdasarkan peraturan undang-

undang yang berlaku. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalm APBN 

setiap tahun. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak 

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-undang 
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material perpajakan (Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPh) termasuk 

kewajiban sebagai pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak 

timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang 

harus disetor ke kas negara. Kewajiban pajak atau pengusaha kena pajak setelah 

menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah 

melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam 

pencatatan pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir

PPh Pasal 22 

Perhitungan 

Sesuai Dengan Undang-Undang PPN dan Undang 
Undang PPh  

PPN 

Penyetoran Pelaporan  

Dana Desa 

Fika Armaya Hasibuan - Analisis Implementasi PPN Dan PPH 22 Dalam Pengelolaan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

35 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2012:86) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang 

diperoleh dari Kantor Kepala Desa Jambur Pulau untuk menguraikan tentang 

pengimplementasian pajak berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, 

kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan 

kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis 

Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada 

Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang 

Bedagai) Periode 2019-2021”. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa 

Jambur Pulau Jalan Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang 

Bedagai, Kode Pos 20986, Nomor Telepon 082164288226 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai Maret 

2023, Berikut ini adalah tabel jadwal penelitian : 
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Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:58) definisi operasional variabel adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-

variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan 

faktor-faktor lainnya. Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana 

Desa (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan 

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021 memiliki tiga 

variabel yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan. 

Adapun definisi yang berkaitan antara variabel dengan variable lainnya 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
NO 

 
Tahapan 
Penelitian 

2022 2023 

Okt 
 

Nov 
 

Des 
 

Jan 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mei 
 

Juni Juli Okt 

1 Pengajuan 
Judul 

           

2 Riset Awal            
3 Pembuatan 

Proposal 
           

4 Bimbingan 
Proposal 

           

5 Seminar 
Proposal 

           

6 Riset            
7 Penysunan 

Skripsi 
           

8 Seminar 
Hasil 

           

9 Sidang 
Meja Hijau 
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1. Perhitungan adalah menghitung jumlah belanja desa dengan nilai pajak 

berdasarkan undang-undang. 

2. Penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara melalui layanan pada 

loket/teller dan atau layanan dengan menggunakan sistem aplikasi. 

3. Pelaporan adalah melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung ke KPP dimana 

wajib pajak terdaftar berupa surat pemberitahuan (SPT) Masa. 

3.4 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Didalam penelitian ini 

menggunakan sampel berupa Laporan Buku Kas Pembantu Pajak Per Jenis Pajak 

Periode 2019-2021 terkait adanya kegiatan transaksi mengenai pemotongan, 

penyetoran PPN dan PPh 22 di Desa Jambur Pulau. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif :  

a. Data kualitatif  adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu 

fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung, karena 

berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.  

b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sehingga 

dapat diolah secara numrik dengan akurat. 
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3.5.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sekunder : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kemudian 

dikembangkan lagi dengan pemahaman. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

melainkan melalui media perantara, berupa bukti catatan, ataupun laporan 

historis. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017, hal 194) Pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai sumber dan berbagai cara, salah satunya menggunakan sumber 

primer dan sekunder, dimana sumber primer itu sendiri didapatkan dengan cara 

wawancara dan dokumentasi secara langsung, sedangkan sumber primer 

didapatkan dari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan 

dari dokumen pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Jambur Pulau 

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan bendahara, 

kepala desa, maupun yang terkait, tentang bagaimana pengimplementasian PPN 

Fika Armaya Hasibuan - Analisis Implementasi PPN Dan PPH 22 Dalam Pengelolaan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



39 
 

 
 

dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, 

Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021, 

Adapun rencana wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan 

data ini adalah : 

Tabel 3.2 
Rencana wawancara 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data dengan 

No  Variabel Sub variable 

 Implementasi 

Perpajakan 

1. Bagaimana pengimplementasian pajak dalam 

pengelolaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan 

UU perpajakan? 

2. Bagaimana praktik mengenai pemotongan, pelaporan 

dan penyetoran pajak pada aplikasi Sistem Keuangan 

Desa? 

3. Faktor penyebab terjadinya kesalahan pada saat 

pelaporan 

4. Bagaimana cara pemotongan, pemungutan, penyetoran 

serta pelaporan, apakah sudah sesuai? Jika belum 

mengapa? 

5. Kapan waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran 

serta pelaporan dilakukan? 

6. Apakah ada keterlambatan pada saat pemungutan, 

penyetoran serta pelaporan? 

7. Jika ada, apa yang menjadi faktor keterlambatan 

tersebut? 
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cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Tahap – tahapannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan Data 

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang 

diperoleh dari bendahara desa. Data yang dikumpulkan berupa faktur tanda 

bukti pengeluaran uang meliputi kegiatan pemotongan PPN beserta PPh 

22, buku ringkasan kas pembantu pajak dan buku kas pembantu pajak 

periode 2019-2021. 

2. Melakukan Analisis Data  

Setelah mengumpulkan data, kemudian peneliti melakukan konfirmasi atas 

data yang diperoleh saat wawancara kepada bendahara desa agar data yang 

diperoleh sesuai dengan standar penelitian. 

3. Membuat Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti membuat perbandingan 

apakah implementasi PPN dan PPh 22 yang dilakukan bendahara desa 

sudah sesuai dengan Undang Undang PPN dan Undang-Undang PPh 22. 

Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil wawancara dan 

memberikan saran/masukan terhadap seluruh hasil penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas impelemntasi PPN dan PPh 22 di 

Desa Jambur Pulau dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau 

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021  sudah 

sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 yaitu mengalikan Dasar 

Pengenaan Pajak dan Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11% dan 

dengan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 

tahun 2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan 

dengan tarif 1,5%. 

2. Penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 Desa Jambur Pulau belum sepenuhnya 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 

menyatakan seharusnya bendahara desa melakukan batas pembayaran PPN 

yaitu tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian PPh pasal 22 yaitu hari yang sama 

dengan pembayaran atas penyerahan barang. 

3. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Desa Jambur Pulau sudah sesuai dengan 

Undang-Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang No. 7 tahun 2021 

yaitu bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir 

bulan berikutnya.  Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 

bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 

(empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 

Fika Armaya Hasibuan - Analisis Implementasi PPN Dan PPH 22 Dalam Pengelolaan...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



69 
 

 
 

5.2 Saran 

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian, 

adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis dan mungkin dapat menjadi bahan 

masukan dan perhatian bagi bendahara Desa Jambur Pulau antara lain yaitu : 

1. Seluruh aparat desa khususnya yang melakukan pemungutan pajak sudah 

seharusnya mengimplementasikan PPN dan PPh Pasal 22 dalam 

penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan dan 

diberlakukan. 

2. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha yang berhubungan langsung dengan 

transaksi jual beli di Kantor Desa harus memahami pentingnya 

pengetahuan perpajakan tentang waktu penyetoran dan pelaporan pajak 

yang tepat waktu. 

3. Seluruh aparat desa khususnya yang melakukan pemungutan pajak 

sebaiknya diberikan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi 

pemerintah Indonesia. Pemberian pemahaman dapat dilakukan melalui 

pelatihan/workshop/seminar dan/atau kegiatan lainnya yang berfungsi 

memberikan tambahan pengetahuan bagi Bendahara Desa. 

4. Adanya pengawasan dan monitoring dari atasan, Inpsektorat, Kantor 

Pelayanan Pajak, dan/atau unit terkait. Pengawasan dan monitoring 

ditekankan pada pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 

Bendahara Desa. Bendahara Desa harus merasa bahwa orang-orang di 

sekitarnya merasa perlu Bendahara Desa melakukan kewajiban 

perpajakan. Kepatuhan perpajakan juga terkait dengan persepsi 
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kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, 

diperlukan pelatihan/workshop terkait dengan kewajiban perpajakan 

Bendahara Desa serta pendampingan secara berkelanjutan agar mereka 

merasa bahwa pajak bukanlah hal yang sulit. 
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Lampiran 2 : Buku Kas Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Periode 2019-2021 
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7.1.1.01. PotcnQan Pa)l>k PPN Pusat ~- 01/01/2019 o.d ll/12/201? 

No. T•noo•l Ur alan 
Pemotono• n PMiyetCM'en a.! do 

( ~p) ( ~p) ( ~p) 

25 27/12/2019 00151/KWT/02.2009/2019 963.636,00 0,00 12.506.95<,00 
Belan)l Bahan ~n Ulmpu .!alan 53 unit 

26 V /12/2019 00!51/KWT/02.2009/2019 152.27] ,00 0,00 12.659.227,00 
Nasi 50 ktl<. Snadt 50 ktl<. Aqua 2 ktl< 

27 27/12/2019 00156/KWT/02.2009/2019 ~5. <15-4,00 0,00 12.701.681,00 
Belanja Kerta:s HVS 10 Rim 

28 27/12/2019 00158/KWT /02.2009/2019 51.5<6,00 0,00 12.759.227,00 
Belan)a S.pu l)uk 2 Bh, 5apu Udi 2 Bh, Sabun Pembcnlh 
Lantal 6 tbU, To bung Gas I Bh, lsi Ulang Gas 12 Kall 

29 27/12/2019 00171/KWT/02.2009/2019 181.]6-4,00 0,00 12.910.591,00 
Belan)a Bahan Matenal 

JO 27/12/2019 00171/KWT/02.2009/2019 272.727,00 0,00 IJ.21l.l18,00 
Belan)l M•JI dan Kunl Keja ( 2 Set ) 

ll 27/12/2019 00175/KWT/02.2009/2019 90.909,00 0,00 ll.l01.U7,00 
Kunl K<r)a ( 2 Buah ) 

luml•h 38.118.632,00 25.111.105,00 ll.lD1.227,00 

Jambur Pufau, ll Dellember 2018 

Kaur. tceu.ngen 

Yl!:NIA fLMA DANI 

MMW@IMMfi* 31/12/2019 11:25:53 Halaman 2 
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7 I I OJ. -._.....,... ""'1'- >1 
- 01/VI/2019 t.d }IJU/21119 

u.w- -- "~ ..... - ,._.. 
( .. ) ( ... ) ( .. ) 

I 011.04121119 OOO~/Vl.2009/2019 

lltl.w1)o-
>4l.7SO,OO o.oo :H2.150,00 

l 011.04121119 00021(1(\VT /Vl. 2009/2019 ~5.991,00 0.00 :JIIS.HS.OO 
~ ..... -.,..., ........ 

} ~19 OOO~/Vl.200912019 

---.-.~ 
61}6,00 0.00 ~1177.00 

~ ~19 OOO»/KWT IV2.2009nol9 m.-.oo 0.00 6SoUII6.A)O 
~llolw>-

s ~19 ~/Ol.l'009(l!JI9 6.1}6,00 0,00 660 922.00 ... _ ~ l.iltY>yl 

6 MIOS/2019 00049/KWT /Vl.2009/2019 .J-240,00 0,00 1.1~.1~ 
Bdoojoa.Nn-

7 28/VSI2019 000~ /Vl.lOO'J/2019 
79-U9S,OO O.A)O Ula.SS7.Al0 --a 28/VSI2019 0006Q/ICWTf02..200912019 602.7SS.A)O 0.00 2.S1Ll:U.OO --' 10/01io/21119 OIJJ066(tfJN"rJV2.200'J/2019 82Ull,OO 0.00 :J.l52.941.00 --10 tl/V6nl)l9 00071/KWTJV2..200912019 

IIOH K- 0... don~~ 
S.S.S.AlO 0,00 1.<4J7 • ...,Joo 

II l2JO!I(lOJ9 ooonJtt:Wr/V2.2009/2019 204.505.00 0,00 ) ,622.(1)4,00 ....._.. atot..,...,., ""'- ns 11t1 o .o.ooo 
l2 01/tonott 00109/tt:>NT/V2.2009/2019 lldrOI--clan Alit 

629 J86.Al0 0.00 4.251.42!),00 

1) 2l/UIIl019 0002/SSP/112.21l09f2019 O.AlO ~00 J.~oo --14 2l/UIIl019 ~/V2.200912D19 0.00 :zs9,.4J09.oo J.l69.S>9,00 -"-15 ll/tonol9 000615SPIV2..2009120t9 -"·- 0,00 4J.24).00 2.6e6.5l9,00 

16 ll/tonot9 OOOI,I$SI'/VU009/21l19 -- o.oo 794.J9S,OO ~892.244,00 

17 :U/10J2019 0010/SS'/V2.2009{2019 -- 0.00 )42.)SQ.OO LS49.-
Ia 21/111f2019 00121SS'/V2.2009/21)19 

..... Peiel~ ...... 
0.00 6.1J6.00 LSoQ.}$8,.00 

" 21/111f2019 0014{SSI>/V2.200'J(l019 

-~ 
o.oo 6.1:16.00 I SJ7 .222.00 

211 2l/UIIl019 0016/SS'/V2.2009(l!J19 

ILI<u-dan-I!Yiw 
o.oo -45.911,00 l.<O!Il. D t.OO 

21 21/10J2019 0019/SS'/V2.2009{2019 0.00 ~ s.5.AlO L4JL6e6.00 
110H 1'tnnQUt Ooso 

22 l0/1ono19 00 I 18/'ICWf /02.2f!I19{Zll9 _..,. __ 
952.452.00 0.00 2.189.1<11,00 

ll nJU/21119 0021/SS'/V2.21109{l019 

--~SPALD<nl 
0.00 952.4Q.OO Lo06.6e6.00 

~ 27/12/1Dl9 00149/KWT/V2..200912019 294.8U.OO 0,00 1.7lL~7.00 
........._ Llmp.l T.._ s....y. 

2$ 27/1212019 ooutJtt:Wr/V2.2009nou 
ee...,. II.INn -...._., Llmp.llolon SJ ..,.. 

•~.s-u.oo 0,00 1.816.~ 

26 2711212019 001SJ{I('NTJV2.2009}2019 22.1141.00 O.A)O 1.891UI8:l.OO 
-SO .... Snod.SO ......... llok 

J 1/1 2flO 19 11 : ZS;:SJ 
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7. 1.1.03. Potcnl)an Pojolt PPh Pos.>l 22 P<rlode 01/01/2019 s .d 31/12/2019 

Urefan Pemotongan Pertyetoran Sal do 
N o. T•noo•• ( .... ) (lip) ( .... ) 
27 27/12/2019 00156/I<MIT /02 .2009/2019 6.8 18,00 0,00 1.905.701,00 

Betan)a Kertas HilS 10 Rim 

28 27/12/2019 00158/I<MIT /02.2009/2019 8. 182,00 0,00 1.913.883,00 
eetan)a Sapu t)uk 2 en, Sapu Udt 2 en, Sabun ~h 
untal 6 zbll, Tabung Gas 1 en, lsi Ulang Gas 12 Kall 

29 27/12/2019 00171/I<MIT/02.2009/2019 27. 205,00 0,00 1.9-41.088,00 
Se.lan)a Bahan Material 

30 27/12/2019 0017~/I<MIT /02.2009/2019 10.909,00 0,00 1.981.997,00 

Bdan)a Meja dan Klnl Kerja ( 2 Set ) 

31 27/12/2019 00175/I<MIT /02.2009/2019 13.636,00 0,00 1.995.633,00 

Kursl Kerja ( 2 Buah ) 

lumlah 5.762.829,00 3.767.196,00 1.995.633,00 

.larnbur Puta~ 31 O..mber l:OUI 

tc.vr. Keuangan 

YENIA ELMA OANI 

3 1/12/2019 11:25:53 Halaman 5 
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IIUKU KA5 PEHIIIANTU PAlAK PERlENlS PAlAK 

PEHEAJHTAH OESA lAMIIUR PULAU 

TAHUN AHGGARAN 2020 

7. t.un. """"'-' ,.,... """,...... 

Taft99ai - ~ .....,..__ -Ito. 
( .,) ( lip ) ( ltp ) 

1 'l9/0411020 011111:2/'ICHT /Ol.2009/Z0N Ul.n:J,OO 0,00 Ul.n:J.OO 
s.r_., POt< Puah l(epoN Otsa 1 Set 

2 'U/0S/2020 ~/01-'lfiDIJ/N20 1.099.909.00 0.00 1.372.6)6,00 

-AiocAunohT~dan --
l 12/05(2020 ~/OUD09(2020 t.ILII.1S2.00 0,00 2.~.81~00 

~n Masl.cr, T~Q.dT.._,<W\Uimyo 

4 22/0512020 OOIJ:lljKWT f01-'1fiDIJ/2020 3811.-.oo o.oo 2.1177.182.00 
P<mbofoon AI«/H..., So1'I"Ct ( S tJril ) 

s U/07/2020 0/JJfrJB(t:Wr /02.2009/2020 454.S46,00 o.oo 1331.728,00 
Bd,anj;l OI:Jat..(lbat diln AJ• Cek. Kesehi'tilll 

6 29{07{2020 ~/01-2009(2020 7l?Jn,QO O,QO 4.Q$MOJ.QO 
Mo~T-Udt~ 

7 26/0812020 ~/01-'lfiDIJI20N 7ZJ:D3,00 0.00 4.786.27 .. 00 
"'·---l.lltlMISill 

8 ll/(19(lfJ20 ~/02.2009(2020 9.l0.454.00 0,00 5.41'6.7211,.00 

8<1..,. - ......... - · Pllt D<uO;..-

9 26/(19(lfJ20 OOllS2JrfJHT 101-2009/2020 1...454546,.00 o.oo 633 1..21 .. 00 .... ---loll< Lonsjo ( 2-) 

10 10/10J20N OOtJS9IKWT /02..2009(20N 772.7D,OO 0 ,00 7 .704.001.,00 
TftPoS<rQ 

II 10/10J2020 OOOfiJJI()NT/01-2009/2020 1.451.546.00 0,00 9.1.58.~7.00 

MokaNn-nanl.lltlMISili(2P""""l 

12 12/10J2020 OOOl/SSP/02.2009(2021) o.oo 1.118..182.00 8.D<OJJS.OO 

Bdanjo - · -""' _ .. 
ll OJ/12120N 00074/'ICHT /02..2009(2020 1.349.364,00 0,00 9.389.729,00 -... --., 
14 OS/12120N 00 U9/I(\'IT /01-2009(2020 772.7V,OO 0.00 10.162.456.00 

Tos....,... 

1S 2.1/1212020 OQ(H]fKWTfOl-2009(2020 127.273,00 0.00 10.289.729,00 
&,US<nl;am 

16 28(12/207!J 001116/KWT/02.2009(2020 ~--.00 0,00 JO..IIJS..l&l.OO 
s.r_., Anggota PICX 

1.7 28/121207!J DDl07/IIYIT /02.2009/2020 68UJS.oo o.oo 11..Sl1.001,00 -... -
~""•h 12.635.183.00 1..LUUS2.00 11.511.00.1,00 

-"'_...._ u ----.20210 
ICA.Uit Knl ............ 

HAYt>I JOIA WUUUC DAHl 
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- 01/01/211Zl 1.d li/LlniC:!O 

Ur· .. eft 
PeAIOtt e;w -- -- ~ ,._, ,._, ( .. ) 

\ :<1,'0~/X\,"0 O."''UJ•I.VT JDl alt!9{l0.."0 <9!l09,00 0,00 <9909.al 
58- rt'ti """'«~ 0.:..0 1 ~ 

2 ~"0 -.~,vr /OZ.X"''>nnll'O 164.-.oo 0,00 214.1195,00 
--.-......,. t orwo c1an II.INn-

J UIOSr.O~ OOO:wtl'\VT/02 .alt!9{~:!0 t67.m.oo 0..00 J82.62UIO 
~ - ... ,.....,., Qld ,.._. clan..-....~ 

• \\JD1{.'0.'0 OllQJS/I<WT /IU.1f1J912020 68.1&2.00 0..00 -.-,oo 
_,.~clan-Cd.K-

5 ~1(1020 ~Vf/DU009{2020 109.091,00 0,00 559.1195,00 
..........,_""'~ 

6 ~"0 00046{t(\Vf/OL'009/75J20 109.091,00 0..00 ---..00 
~-uti. ....... 

1 l~ 0004e{I(\YT/I)l.2009/2020 IOJ.568,00 0,00 1'12.554,DO 
_,._......-lo!P<mb.Pino.uc;.;..-

s ~r.JD!J 000Sl}I<WTJDl.2009/2020 218.182.00 0,00 990.:1J6.00 
-..,.,- lJ!k ...... ( 2 Polk<() 

9 10/1.0/2020 OOOS9f""NTJDZ.2009(l020 115.909,00 0.00 1.106.6"5..00 _......, 
10 10(10/2020 ~/02.2009(2020 218.182.00 0.00 Ll24.827 .00 

........., - ud< ..-. ( 2 polk<() 

u .12(10/75J20 000]JSSPJDl.2009J2020 0,00 167.777,00 1.151..100.00 
~-.-o.odcanoon,. 

u 01(12/2020 00074f""NT /02.2009{2020 202.405,00 0,00 LlS9.505,00 
-.sol!ahonl'4a1>:Jiol 

ll r1S(UJ2020 00 119f""NT /02.2009/75J20 115.909.00 0.00 1.. .. ?5.41<\.01) 

nos-.. 
14 21(12/21)20 00097f""NT/02.2009/2020 19.091,00 0.00 1.-.s!lS.OO 

lla)~Scrooom 

IS ~12m20 00106/I<WT/02.2009/2020 St.Sti!.OO 0.00 1.575.323.00 
~Anlp:lQPIOC 

16 ~20 00107,..,.VT/02.200912020 •oz..m.oo 0.00 Lfi78.S96,0CI 
Bdanjau- ,.,.....,. U46.323,00 1fi7.7V,OO 1.678.596,00 

-·""'- u o...n~Mrl020 
KAU• ICRJAIOGAII 

HAYT>JIIA WUL.UI DAJQ 
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IIUIC\J !CAS PEMIIANT\J PAJAK PER lEN IS PAJAK 

P£MERUITAH D£SAJAHIIUR PULAU 

TAHUN ANGGARAN lO:U 

7.LI.OI. ~~-1\A& 

- ~· untan 
... ......_ ... 

( "" ) 
I 21JQ1120.U 00001/KWT/1)2.20®/2021 «>0.000,00 

Sobun l'<mbcnih din llUlJ 

2 U/01(2021 00002/KWT/1)2. 200'J/20V. ,..S,4S1,00 
r-Cuclr._, 

3 21/0C/2021 OOOOJ/KWT/1)2.2009/20U :101.091.00 
Sdaroa Wttd, sat>un-din 11y o..n 

• 2li0<fl021 ~/02.2009/2021 6!11.511!,00 
T-lldur dinl-1 

5 2110</2021 00007/KWT /02.2009/2021 636.361,00 
eo,. 5<ng<m ( JS PI:J ) 

6 21/04/2021 00005/KWT/02.2009/2021 636.364,00 

~ ... -· ( lS p,;g • 200.000) 

7 21~/2021 00009/WYtr/02.20®/2021 772.717,00 
-( l OOIW< )-Hondslndzer(IOO&d ) 

8 Ol/OS/2021 0002SftJNT'/OU009/2021 lSl.SlS,OO 
fir'9et Ptlnt ( 1 llnlt ) 

9 O<J05{Z02l 00042/'I:Wr/02.2009(1fl21 SJ1.652,()0 

- KiJis>cne< s.._, 
10 04105/2021 0004!/KWT/02.2009/2021 soo.ooo.oo 

Sn""""*"""<J~(lU"Ot) 

u O<J05(1fl21 00052,fi:Wrf02.1/JIJ9f202l 1.730.909.00 
-..., T...-n~M~WJJI)Clrg ( 21<111) 

ll 04J05/2021 00051{Wtr/02.2009{1fl2l 363.636.00 
~(201>h ) 

13 16JC8/2021 00064/KWT/02.2009(1fl21 •54.S46;00 
PeTi>ef..nObat~-AAotl<e5ehitA'l .. 16f08/2021 000615ffWr/02.2fm/1Dll 1.730.909.00 
- nmt>ah5n li1llA< l.armo ( 2 ~) 

lS 16JOS(Zfl21 00067f,../02.2009(1fl21 351.818.00 
P<t'OidiMl APO ( lS l'ts )0 120.000.· 

16 16fOS{Zfl21 00075frcwf/02.2009(1fl21 617.681,DO 
BatWtn Hatsial 4Jn AI-. 

17 l6fOS(Zfl21 00079f1CNT/02.2009(Zfl21 520.500.00 
l!l.!haoM.ltelalclonilliit 

18 l6fOS(Zfl21 OOOS3/ ,.-/02.2009(1fl21 1.36l.6J6,00 
Spealr.or _, ( 5 ..... , ) 0. ) .000.000,• 

19 16./0812021 OOJHJf"'"f02.1/JIJ9/2021 717.273.00 
S<no<m-c ""oro. 200.000 > 

20 16/0S(1fl21 00161/KWT/02.2009/2021 l83.6l6,00 
ATI<dan (Uou-

21 )1./1)812021 00086/KWT/01..2009/2021 l..lli3.636,l)O 

5<nglm AnO!IOtlt HMyld ( 32 l'ts) 

22 ll./0812021 OOOS7/r<Wr/02.2009(1fl21 636.361.00 
G<t'odonO Nas,ld ( 2 Set ) 

23 ll/OS{1fl21 00088/ICNT/02.2009(1fl21 1.092.717.00 
Bancuon SinN dan P<B~.- Olih fla9l 

2• 20/0912!J21 00105/ICNT/01..2009/2D21 l.&<s..-.00 
S.,.. 5enom lbu·lllu 511 Pes <33D.OOO 

31/1'1/2021 11:20:2• 

-Ol/01(2021s.d 31/12/2021 

~-- Soldo 
( "") (ltp) 

0,00 «>0.000,00 

0.00 1.205.- ,00 

0,00 1.1109.515,00 

0,00 2.S91~J.oo 

0,00 l.JV.7VI00 

0,00 3.1164.091.00 

0,00 ~636.8111.00 

0,00 Ut1.636.00 

0,00 5..350.315,00 

0,00 5..850.31B,OO 

0,00 9.$&1.217,00 

0,00 9.~86J,OO 

0,00 10.399.-,00 

0,00 1•.U:U1B,OO 

0,00 1~1Z.1l6,00 

0,00 1UZ9.81B,OD 

0,00 l5.6SO.JIB,OD 

0,00 17.011.95-0,00 

0,00 17.741.217.00 

0,00 1U24.86J.OO 

0,00 19..281.-.00 

0,00 19.'324.863.00 

0,00 21.017.590,00 

0,00 22.853~00 

Halama-> I 
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- 01/DI/2021 S d 31(12/2021 

u...~ .. -. ... .. _ ....... 
""' T ....... 

( ltp l ( ltp l ( ltp l 

H 11109/2021 0001/5SP/D2.200'N'2021 0,00 660.000,00 22.203.-.oD 
S3bun -..ah don nssu 

26 U10912DU 0002/5SP/Dl.2009/2DU o.oo S45.4S4,00 2L6S7 .s90,DO 
Tompot ().Jd T.._, 

lJ 21109f2D21 OOOJISSP(Ol.2009/2D:U 0,00 104.091,,00 20.9$1.-,00 

Wild. 5abun--eyoe., 
2!1 21.109/2021 ~{02.2009/2021 0,00 Ml..lllS,DO 20.271..681,00 

T-tTl<Udont........ 

29 ll/09/2021 0005/SSP/D2.2009/2021 0,00 636..364,00 19.635.317,00 
~s..._., 

lO 21/09i2021 0006/SSPf0l.2009/2DU 0,00 ~ l8.998.9Sl.OO 
Scl>ltu Bot 

31 21109(2021 0001/SSI'/02.2009{1021 0,00 772.727.00 ta.z26.226,DO 
........ -( 100 Kllt)don-dMr( 100811) 

32 ZIJ09(2021 0048/S9/D2..2009(2D21 0,00 181.818,1)0 111.0+4~008.00 
p,_-Pmt 

D 21/0911f)21 0009/SSP/OUDIJ'J/2021 0.00 SJL682.ll0 17 .s 12.726,1)0 
-~Sine( 

34 21.10912021 0010/SSP/02..2009/2021 0,00 51XUlOO,OO 17.012.726,00 
~tUM 

3$ 21/09/2021 0011/5SPf0l.2009/2021 0,00 3.730.909,00 13.281.817.00 
.._.,.., -..-LOr1i8 ( 2 ""') 

l6 21/09/2021 OOUJS.S#f0l.2009/2021 0 ,00 l63.15l6.00 1291&.151,00 
SoincU: ( 20 BUah ) 

» 23/09/2021 0028/SSP/DUDIJ'J/2021 0 ,00 617.Ml.OO 12..JOO.olf39.00 
llohon H- ~Rot Do:ucloor 05n U 

311 ~12/2021 OOCI>OOJl<WT(02.2009(l021 515.4~00 0,00 ll.M5.9Sl,ll0 
80)> s.r.oom-.., 

39 l7ft2/2021 OOUOJI(WT/02.2009/2021 3.~00 0,00 lli..00.-.00 
SM\In MatfriJI/~ 

<0 27/12/2021 00129/l<WTf02.2009/202J S11L1112..00 0,00 17.2!111.651,00 
Ba)J serao--.. Wl-2/2021 00tl)Jl<WT(02.200912Q21 2.a.909,00 0,00 17.529.590,00 

_.,. ---"""""*' T.._ 
42 la/1212021 001l6/ 11WT/D2.2009/2021 290.727,00 0,00 17.&20.317,00 

-Sol>JI'd4tihln 

4) U/12/2021 00139/l<WT102.200912Q21 5'30.909,00 0,00 l8.4u.226,l)O 
_.,. P<nll ...... Dop.r .. 2!lll2/2021 001.0/l<WTI02.2009/202l 244.UIS.OO 0,00 18.15iSS.411.00 
llelar1joAT1Cdon ........ 

.s 2!1/12/2021 00t<l/l<WTIOZ.200912Q21 169.D91.00 0,00 UL824.SOZ..OO e.,. s.r._- ( 12 P<s l 

-46 2!1/12/2021. 0019:l{KWT/DUDIJ'J/2021 361636,.00 0,00 1U8a.U8,IX) 
lldOr11> LcmiWI 

47 Z8Jl 2/2021 001 Sl/l<WT/02.Xl09(2021 363.~00 0,00 19551.77'\00 
_,. '"....,. 1 Unot 

............,, 
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l'motlo01/0I(J021 t .d Jl/ll/2021 

U.ol"" ~·--
~ ... y.t« ... ••ldo ..... T-al (lip) (lip) (lip) 

,.uMiat\ l0.114.li?,OO 10.562.545,00 19.551.n 4,00 

JAM lUll ~UIU, U _,_ 1011 

Kaut Keu•no•n 

HAYOIIOA WUUIIO OAIOI 

l l /12/2021 ll:20:H HalamanJ 
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- 01101!<1111 'd ]1/ll/2011 

..... T ....... Urolion .. ~ .....,__. -(It!>) (It!>) ( It!> ) 

1 11~11 00001/tONT/02.200912011 99.000,00 o.oo 99.000,00 
Sabo.n- dan "Tls>u 

2 11/0'412011 00002/tONT/02.2009/2021 51.818,00 0,00 UI0.8UI,OO 
r...-cuoTo,_, 

J 11/0'412021 0000]/tONTfOl. 7lm/2011 105.611,00 0,00 286.412,00 
Bdor1)o Wllol, 5abl.n Panb<ntl dan 81' Clean 
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Lampiran 3.1 : Penerapan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pada Desa 

Jambur Pulau  

Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bagian keuangan 

Desa Jambur Pulau dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi Keuangan Desa 

“Siskeudes” yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan Desa dalam hal 

membayarkan kewajiban perpajakannya atas kegiatan belanjanya. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Haydina 

Wulandari selaku bagian keuangan pada Desa Jambur Pulau menjelaskan bahwa 

Pemotongan dan Pemnungutan Pajak semua dilakukan di aplikasi tersebut, kami 

hanya tinggal menginput nilai dan jenis pajak yang akan dipungut maupun yang 

dipotong setiap transaksinya. “semua dilakukan secara otomatis di Aplikasi 

Siskeudes jadi kita tinggal kasih masuk jenis pajak sama nominalnya.” 

(wawancara pada tanggal 18 Januari 2023).  

Lampiran 3.2 : Penerapan Penyetoran Pajak Pada Desa Jambur Pulau  

Setelah pajak dipungut dan dipotong dengan memasukkannya di Aplikasi, 

selanjutnya dilakukan penyetoran melalui kantor POS Indonesia cabang 

Perbaungan “sesudah diinput diaplikasi, selanjutnya disetor di kantor pos” 

(wawancara pada tanggal 18 Januari 2023). Penyetoran ini dilakukan oleh desa 

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. “Pajak merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban, kalo tidak dikerja nanti bisa jadi temuan pemeriksa 

keuangan.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023)  
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Lampiran 3.3 : Penerapan Pelaporan Pajak Pada Desa Jambur Pulau  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bendahara 

mengatakan bahwa “Desa Jambur Pulau dalam melakukan pelaporan pajak sudah 

terlebih dahulu dilaporkan sebelum melakukan penyetoran pajak.” (wawancara 

pada tanggal 18 Januari 2023) Pelaporan Perpajakan merupakan hal yang wajib 

dilakukan oleh setiap PKP yang seharusnya ketika PKP terlebih dahulu telah 

melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara 

Desa Jambur Pulau. Tetapi sejauh ini tidak ada teguran dan sanksi yang diberikan 

kepada Desa mengenai hal tersebut. 

Lampiran 3.4 : Hambatan Penerapan Manajemen Pajak Pada Desa Jambur 

Pulau  

Menurut Bendahara Jambur Pulau, “Hambatan yang dialami selama 

melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak. Hambatan yang paling 

sering dialami hanyalah masalah kegiatan penginputan perpajakan yang  

dilakukan pada aplikasi Desa sehingga Desa Jambur Pulau dalam mempermudah 

kegiatan yang berkaitan dengan aspek perpajakan di Aplikasi Siskeudes peran 

tanggung jawab Sekretaris dan Bendahara Desa dibantu oleh adanya pendamping 

yang memiliki potensi kemampuan pada bidang perpajakan.”  
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Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4 : Surat Balasan Dari Kantor Desa 
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